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Lampiran 1. Surat Keterangan Penelitian di Kantor Pengadilan Tata
Usaha Negara Makassar Kota Makassar

' ~ KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
S RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jin. Perintis Kemerdekaan KM, 10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: hitps:/lawfaculty unhas ac.id

R, LA MER Makassar, 06 Mei 2024
Lampiran  : -
Hal : PENELITIAN
Kepada
Yih. : KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KOTA MAKASSAR
di.-
Tempat
Dengan hormat,
Disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Unhas :
Nama : NABILA MUNTAZAH
No. Pokok :B011201086
No. HP : 0882020010458
Prog. Studi * limu Hukum
Bagian : Hukum Keperdataan
Alamat : perdos unhas tamalanrea jalan henry ford blok P No,11

Pembimbing : 1. Dr. Sri Susyanti Nur S.H., MH.
2. Andi Suci Wahyuni S.H., MKn,

Akan menyusun Skripsi yang merupakan bagian dan kunkulum Fakultas Hukum Unhas. Unituk itu,
mohon kiranya mah yang bersangkutan dibantu/difasilitasi untuk mendapatkan data/informasi
yang berhubungan dengan penyusunan Skripsi yang bequdul ;

ANALISIS HUKUM PEMBATALAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA CACAT ADMINISTRASI

Demikian Surat Pengantar penelilian ini, atas b 1 dan kerja:

ya dihaturkan terima kasih,

mik ﬁ

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Hukum Unhas,
2. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Unhas,
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Lampiran 2. Surat Keterangan Wawancara Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Kota Makassar
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Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Kantor
Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Makassar
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Lampiran 4. Surat Keterangan Penelitian di Kantor Pertanahan ATR/BPN
Kota Makassar

Pa) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
- RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
Jin. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Sel

Telp : (0411) 587219,546686, Website: https:/lawfaculty.unhas.ac id

Nomor : 1584/UN4.5.1/PT.00/2024 -
- Makassar, 06 Mei 2024

Lampiran : - ]
Hal : PENELITIAN
Kepada
Yih, : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR

di,-

Tempat
Dengan hormat,

Disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Unhas :

Nama : NABILA MUNTAZAH

No. Pokok : B011201086

No. HP : 0882020010458

Prog. Studi : imu Hukum

Bagian : Hukum Keperdataan

Alamat : perdos unhas tamalanrea jalan henry ford blok P No,11

Pembimbing : 1. Dr. Sri Susyanti Nur S H., M.H,
2. Andi Suci Wahyuni S H., M.Kn,

Akan menyusun Skripsi yang merupakan bagian dari kurikulum Fakultas Hukum Unhas. Untuk itu,
hon kirany hasi yang bersangk dib 1t untuk d d: f

P

yang berhubungan dengan peny Skripsi yang berjudul :
ANALISIS HUKUM PEMBATALAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA CACAT ADMINISTRASI|
Demikian Sural Pengantar penelitian ini, atas bantuan dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Hukum Unhas;
2. Kepala Baglan Tata Usaha Fakultas Hukum Unhas;
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Lampiran 5. Surat lIzin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan
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Lampiran 6. Surat Izin Penelitian dari Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota
Makassar

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Jalan Andi Pangerang Pettarani Nomor 8 Makassar Telp: (04 11) 886622 emalt. kot-makassar@atrbpn go.id

Nomor :UP.02.01/2433-73.71.100/VI/2024 Makassar, 13 Juni 2024
Sifat : Biasa
Lampiran: -

Perihal  : lzin Penelitian

Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan
di
Makassar

Menunjuk Surat Saudara Nomor 15149/S.01/PTSP/2024 Tanggal
11 Juni 2024 Perihal Izin Penelitian, dengan ini disampaikan kepada Saudara
bahwa Mahasiswa tersebut dapat melaksanakan Penelitian pada Kantor

Pertanahan Kota Makassar.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

An. Kepala Kantor Pertanaban Kota Makassar
Kepala Subbagian Tata Usaha

Aslinda Amsak, S.E., M.M.
NIP. 19750512 200804 2 001

Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elelctronik melahu e-Office ATR/HPN menggunakan sertifikat
clektronik BSIE, BSSN. Unmk semastikan keaslianayn, silakan pindai Kode QR manggunalon fitur Validasi
Y Surat pads apliasi Seatub Tanahlo

T
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Lampiran 7. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Kantor
Pertanahan ATR/BPN Kota Makassar
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